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1, Undang-Undang Nornor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
2, Undang-Undang Nemer 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Peraturan Menteri BUMN, Nomor : PER-OI/MBU/2011, tanggal I Agustus

2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate
Governance) pada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diubah dengan
Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-09/MBU/20 12, tanggal 6 Juli 2012;

4, Akta Pendirian Perusahaan yang dibuat oleh Notaris Soeleman Ardjasasmita,
SH Nomor : 19 tanggal 15 Juli 1980 beserta perubahan-perubahannya Nornor :
11 tanggal 4 Desember 2013 .10. Nornor : 29 tanggal 22 Desernber 2015 .10.
Nornor : 33 tanggal22 Juni 2017 Jo. Nomor: 27 tanggal27 Agustus 2018 .10.

Mengingat

c. bahwa sebagai wujud komitmen Perusahaan dalam penerapan Good
Corporate Governance (GCG) dan memperhatikan dinamika pengelolaan
Perusahaan, perlu dilakukan pembaharuan pedoman Good Corporate
Governance (GCG) di lingkungan PT Taman Wisata Candi Borobudur,
Prambanan & Ratu Boko (Persero) melalui Surat Keputusan Direksi dan
Dewan Kornisaris;

b. bahwa dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-O I IMBU/20 II, tanggal
1 Agustus 2011 sebagairnana telah diubah dengan Peraturan Menteri BUMN
Nornor : PER-09/MBU/20 12, tanggal 6 Juli 2012, telah ditetapkan Penerapan
Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) pada Badan
Usaha Milik Negara;

a. bahwa Good Corporate Governance (GCG) menjadi barometer penting dalarn
pengelolaan dan pelaksanaan tat a kelola Perusahaan yang menjamin
transparansi, akuntabilitas, fairness, independensi dan responsibilitas;

Menimbang

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PT TAMAN WISATA CANOl BOROBUDUR, PRAMBANAN
& RATU BOKO (Persero)

PENETAPAN PEDOMAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) DI LINGKUNGAN
PT TAMAN WISATA CANDI BOROBUDUR, PRAMBANAN & RATU BOKO (Persero)

TENTANG

NOMOR: SK. 411DIREKSII2018
NOMOR: SK. 38/DEKOM.TWC/XIII2018

SURA T KEPUTUSAN DIREKSI DAN DEW AN KOMISARIS
PT TAMAN WISATA CANDI BOROBUDUR, PRAMBANAN & RATU BOKO (Persero)

Ratu Boko
The lost masterpiece palace complex from the Bth century, the only Hindu and Buddhist
mixed-architectural archaeological site, about 3 km to the south of Prambanan Temple.

www.borobudurpark.co.id

Borobudur
The magnificent world cultural heritage site, the largest Buddhist temple in the world,

the biggest ancient monument in the Southern Hemisphere and the oldest
in South East Asia, 41 km northwest of Yogyakarta and 7 km south of Magelang, Central Java.

Prambanan
The most beautiful Hindu temple In the world, the biggest temple complex in Java

with 224 temple in the area, about 15 km from Yogyakarta.



(3) Perusahaan adalah PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prarnbanan & Ratu Boko (Persero)

(2) Organ Perusahaan adalah Rapat Urnum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Kornisaris dan Direksi

(l) Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) yang selanjutnya disebut sebagai
GCG adalah Suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ Perusahaan untuk meningkatkan
keberhasi Ian usaha dan akuntabil itas perusahaan guna rnewuj udkan ni lai pernegang saham dalarn
jangka panjang dengan tetap mernperhatikan kepentingan pernangku kepentingan (stakeholders)
lainnya, berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dan nilai etika

Dalam Surat Keputusan Direksi dan Dewan Komisaris ini, yang dirnaksud dengan :

Pasall

BABI
KETENTUAN UMUM

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS TENTANG
PENETAPAN PEDOMAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) DI
LINGKUNGAN PT TAMAN WISATA CANDI BOROBUDUR,
PRAMBANAN & RATU BOKO (Persero);

Menetapkan

MEMUTUSKAN

Nomor 29 tanggal 28 Desember 2018 oleh Notaris Woro Sutristiassiwi
Sriwahyuni, SH., M.H;

5. Surat Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS Perusahaan Perseroan
(Persero) PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prarnbanan & Ratu Boko,
Nomor: SK-213/MBUIlI/2015, tanggal 2 November 2015 Jo. Nomor : SK-
146/MBU/2014 tanggal 7 Juli 201410. Nomor: SK-131MBUl01/2017 tanggal
19 Januari 201710. Nomor: SK-230/MBU/I0/2017 tanggal26 Oktober 2017
tentang Pemberhentian, Pengalihan tugas dan Pengangkatan Anggota-anggota
Dewan Kornisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Taman Wisata Candi
Borobudur, Prarnbanan & Ratu Boko;

6. Surat Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS Perusahaan Perseroan
(Persero) PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko,
Nomor : SK-237 IMBU/I1I20 15, tanggal 24 November 2015 tentang
Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Taman
Wisata Candi Borobudur, Pram ban an & Ratu Boko Jo. Nornor : SK-
102/MBU/05/20 17, tanggal 29 Mei 2017 tentang Pemberhentian, Perubahan
Nomenklatur, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Taman Wisata Candi Borobudur,
Prambanan & Ratu Boko 10. Nornor : SK-299/MBU/J 2/20 18 tanggal 5
Desember 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota - Anggota
Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Taman Wisata Candi Borobudur,
Prambanan & Ratu Boko;

7. Surat Keputusan Direktur Utama Nomor 3 Tahun 1983 tanggal 2 Mei 1983
tentang Landasan Kebijaksanaan PT. Taman Wisata Candi Borobudur &
Prambanan.

.'



b. Kernandirian yaitu kcadaan dimana Perusnhaan dikclola sec.rra prorcsional ranpa beruurau
kepentingan clan pengaruh ai au tekanan dari pihak manapun \ ,Ing iidak SCSlIal denuan
Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan prinsip korporaxi yLHlg schat

a. Transparansi yaitu keterbukaan dalarn melaksanakan proses pengarnhi Ian keputusan dan
keterbukaan dalam rnengernukakan informasi maicriil cI;11l relevan mengenai Perusahaan

Prinsip GCG yang dimaksud dalarn Surat Kepurusan Uireksi ini adalah .

Pasal 2

Bagian Kesatu
Prinsip

BAB II
PRINSIP DAN KEWAJIBAN PELAKSANAAN (;CG

(10) Surat Keputusan Direksi adalah Sural Keputusan yang dikeluarkan oleh Direksi

(9) Direksi adalah direksi PT Taman Wisata Candi Borobudur. 1)1',111111,111;1118.: Ralll 130ko (1\'I'~er(\)
yang diangkat melalui Kepuiusan RUPS yang sail

(8) Dewan Kornisaris Independen adalah Anggota Komisaris yang iidak memiliki hubungan keuangan.
kepengurusan, kepernilikan saharn dan/arau hubungan keluarga dengan anggota Kornisaris lainnya.
anggota direksi dan/atau pernegang saham pengendali atau hubungan dengan perusahaan. sehillggcl
dapat berdarnpak dan/atau berpengaruh rerhadap kemampuan untuk bcrrindak secara indepcndcn

(7) Dewan Kornisaris adalah Dewan Kornisaris PT Taman Wisclta Caridi Borobudur. l)r,1111bal1(111g
Ratu Boko (Persero) yang diangkat melalui keputusan yang sail

(6) Rapat Umum Pernegang Saharn yang selanjutnya disebut sebagai RUPS, adalah Organ perusahaan
yang rnemegang kewenangan yang tidak diberikan kepada Dewan Kornisaris arau Direksi

a, Memiliki lebih dari 50°/() (lima puluh pel' scratus ) 11:1kSll<l!'(1bcrdaxarl.an perjanjian den).!<lll
pernegang saharn atau pernilik modal lainnya: dan/niau

b. Memiliki hak untuk menentukan kebijakan eli bidang keuangan clan operasional perusah.ian
berdasarkan Anggaran Dasar atau Perjanj ian; dan/atau

c. Mernpunyai kernampuan untuk mengangkat atau mcmbcrhentikan mayoriias anggoia Direksi
atau Dewan Komisaris; dan/atau

d. Mernpunyai kemarnpuan untuk rnengendalikan mavoruas Slldl':l dalam I{(lpal Dil'eksi (Llll
Dewan Kornisaris Perusahaan

(5) Anak Perusahaan adalah Perseroan Terbaias yang dikendalikan olch Perusahaan baik S~CiH:1
langsung atau tidak langsung dengan merni Ii k i Iebi h dari 50 % (I i IIIa pul uh per seratus) saharn
dengan hak suara atau Perusahaan patungan dengan memiliki setinggi-tingginya 50 % (lima puluh
per seratus) saham dengan hak suara, dengan ketentuan sebagai berikut :

(4) Stakeholders adalah Pemangku kepentingan baik secara langsung atau tidak langsung berhubungan
dengan perusahaan, yaitu Dewall Kornisaris, Direksi. Karvawan. 1\:lTlel'illtah, Masyarakat serta
pernangku kepentingan lainnya

" ,
"



b. Menghadiri dan mcrnberikan suara dalam suaru RU I'S. lkngall kctentuan satu saham
mernberikan hak kepada pernegangnya untuk mengcluarkan satu suara ion: S/IUI'C (Jill' \'I)/C)

a. Menyelenggarakan RUPS

(2) Hak Pernegang Saharn yang harus dilindungi aruara lain:

(1) Hak Pernegang saham harus dilindungi agar dapat mclaksanakan hak-haknya berdasarkan
Anggaran Dasar Perusahaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

Pasal4

Bagian Kesatu
Pcmcgang Saharn

BAB III
ORGAN PERUSAHAAN

a, Mernaksirnalkan nilai Perusahaan dengan cara meningkaikan prinsip GCCl secara
proporsional sehingga Perusahaan dapat merniliki daya saing yang kuat baik secara nasional
maupun internasional:

b. Mendorong pengelolaan Perusahaan secara profesional. iransparan dan efisicn seria
memberdayakan fungsi dan men ingkatkan kernand i ri an organ Pcrusahaa 11:

c. Perlindungan terhadap harta Perusahaan melalui pcndekaian CICCI sebagaimana dimaksud
pada Surat Keputusan Direksi ini;

d. Mendorong agar organ Perusahaan dalam mernbuat kcputusan dan menjalankan iindakan
dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan
yang berlaku serta kesadaran akan adanya tanggung iawab sosial pcrusahaan (Corporute
Socia! Responsibility) yang dilakukan terhadap stakeholders maupun terhadap kclestarian
lingkungan eli sekitar Perusahaan;

C. Meni ngkatkan kontri busi Perusahaan clal am perekonorn ian na-, rona I,
f Meningkatkan iklim investasi nasional;

Tujuan penerapan GCG pada Perusahaan. yaitu :

Pasal3

Bagian Kedua
Tujuan

e, Pertanggung jawaban yaitu kesesuaian dalarn pengelolaan Perusahaan terhadap Peraturan
Perundang-Undangan yang berlaku dan prinsip kC)I'PC)I'(lSi yang sehai

d. Kewajaran yaitu keadilan dan kesetaraan dalam mcmenuhi hak-hak stakeholders yang
timbul berdasarkan perjanjian dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

c. Akuntabilitas yaitu kejelasan fungsi. pelaksanaan clan pcrianggung jawaban organ sehingga
pengelolaan Perusahaan terlaksana secara efekti f



(3) Tanda tangan dimaksud tidak diwajibkan apabila risalah i<l 1':-; dihu.u licng:lIl akia 1101:111:0

(2) Risalah RUPS wajib untuk ditandatangani oleh pimpinan rapat RUI)S dan paling sedikit I (satu)
Pernegang Saharn yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUI)S

f. Inforrnasi keuangan rnaupun hal-hal lain yang menyangkut l'erusahaan yang dirnuat dalarn
Laporan Tahunan clan Laporan Keuangan

e. Sistem untuk menentukan gaji dan fasilitas seria tunjangan lain b:1gi seriap anggota Dewan
Kornisaris dan direksi serta rincian mengenai gaj i clan tunjangan y:lIlg diierima oleh anggota
Dewan Komisaris dan direksi yang menjabat

d. Risalah RUPS yang rnernuat pendapat pemegang snham. baik ) <lllg mcndukung maupun
yang tidak mendukung

e. Keputusan RUPS yang diarnbil melalui prosedur y:lIlg transparan e1:)!1aclil

b. Penjelasan mengenai hal-hal berkaitan dengan agenda RUPS yang diberikan sebelum RUPS
berlangsung

a. Informasi mengenai setiap Illata acara dalarn agenda RLJI)S. iermasuk usul yclng
direncanakan oleh direksi untuk diajukan dalarn RlJl)S

(1) Pemegang Saham berhak atas penjelasan serta informasi yang lengkap dan benar serta akurat
berkenaan dengan penyelenggaraan RUPS, antara lain:

Pasal ::;

Bagian Kedua
Rapat Umum Pcmegang Saharn (RlIPS)

(6) Pemegang saham melaksanakan GCG sesuai dengan wewcnang clan ianggung jawabnya

(5) Pemegang saharn yang memiliki klasifikasi yang sama. harus mcndup.ukun perlakuan v;lIIg Sc'tdl',1

(equal treatment)

(4) Pemegang saharn tidak diperkenankan turut dan/aiau mencampuri kegiatan operasional Perusahaan
yang menjadi tanggung jawab direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan clan
Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

(3) Pemegang saham yang narnanya tereatat dalam Daftar Pernegang Saharn adalah pernegang saharn
yang merniliki hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huru! a sampai dengan huruf e

e. Menerima pernbagian keuntungan Perusahaan dalarn bentuk di viden clan sisa kekayaan hasil
likuidasi, sebanding dengan j urnlah saharn atau modal yang d imi Iik inya

d. Memperoleh inforrnasi material mcngcnai Pcrusahaan Sl'GII"CI IC11~11\I akru dan IcT~ltlil'

e. Sebagai pengarnbil keputusan dalarn Perusahaan mclalui mekanismc RLWS



(10) Dewan Kornisaris wajib melakukan pernantauan mengenai cfektifiras pclaksanaan audit baik )ii-mg
dilakukan oleh internal auditor rnaupun eksternal auditor

(9) Dewan Komisaris wajib melakukan penelaahan dan pernbahasan mcngenai Sistern Teknoloui
lnfonnasi, Sumber Daya Manusia clan kualitas mutu clan pelayanan

(8) Dewan Kornisaris waj ib rnenyarnpaikan laporan ientang tugas penuawasan y<lllg ielah di lakukan
selama tahun buku yang baru atau larnpau kepada RUPS

(7) Dewan Kornisaris wajib menyusun rencana kerja dim anggaran tahunan dan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari RKAP

(6) Dewan Kornisaris wajib melaksanakan standar kesegeraan iindak lanjut usulan :Zlllg cliajukan oleh
Direksi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari, ienuasuk iindak lanjut kepuiusan dan/aiau
perbaikan yang dihasilkan pad a rapat-rapa: yang dilaksanakan

(5) Dewan Kornisaris mernbuat pernbagian tugas yang diatur oleh merel.a sendil'i

(4) Dewan Kornisaris harus mernantau clan memastikan bahwa CCG ielah diterapkan secara efekiif
dan berkel anj utan

(3) Berkaitan dengan fungsi pengawasan dan pemberian nasehat kepada dircksi sebagaimana
dimaksud pad a ayat (2), Dewan Kornisaris melaksanakaunya untuk kepentingan seria sesuai
dengan maksud dan tujuan Perusahaan clan tidal, uruuk keperuing.m pihal, ddllididU gulullgall
tertentu

(2) Dewan Komisaris berianggungjawab dan berwcnang 111l'ngil\\<lsi undal.an dil'd~"i dan mcmbcrikan
nasehat kepada direksi berkaitan dengan kepatuhan terhadap Peraruran Pcrundang-Undangan clan
Perjanjian dengan Pihak lain

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Kornisaris harus mernatuhi keteniuan Peraturan Perundang­
Undangan dan Anggaran Dasar yang berlaku

Fungsi dan Kewenangan
Pasal7

Bagian Ketiga
Dewan Kornisaris

(2) Keputusan pemegang saham dirnaksud mernpunyai keku.uan hukum mcngikat yang S81llCl dengan
keputusan RU PS

(1) Pernegang saharn dapat mengarnbi I keputusan d i Iuar R U I'S dengan syarat sernua pernegang saham
dengan hak suara rnenyetujui secara tertulis dengan menandarangani kcpurusan dimaksud

Pasal6

(4) Setiap Pernegang saham berhak alas salinan risalah RUPS



(2) Dewan Kornisaris harus meneiapkan rata ten ib Rapat 1)(.'\\ (In Kornisari« dan rnencnruumkann , a
dengan jelas dalam risalah rapat

(1) Rapat Dewan Kornisaris harus diadakan secara berkala. vaitu pada prinsipnya sekurang-kurangnya
I (satu) kaf dalam sebulan

Rapar Dewan Ko misarix
Pasal 9

(3) Mantan anggota direksi Perusahaan dapat menjadi ,mggot<1 Dewan Komisaris seielah tidak
rnenjabat sebagai direksi sekurang-kurangnya I (satu) tahun, kecuali dengan pertimbangan iertentu
yang di putuskan oleh R UPS dalarn rangka menj aga kes inarnbungan program penyehatan
perusahaan, sepanjang tidak ada ketentuan Peraiuran Perundang-Undangan lain yang melarang

e. Bebas dari kepentingan dan aktivitas bisnis dan/atau hubungan lain yang dapat menghalangi
dan/atau mengganggu kernampuan Dewan Komisaris yang berasal dari kalangan di iuar
Perusahaan untuk bertindak dan/arau berfikir secara indcpendcn dal.un lingkup Perusahaan

d. Tidak mempunyai keterikaian finansial baik secara lilllgSLlllg maupun tidal, 1,1IlgsLing dengan
Perusahaan dan/atau dengan rekanan Perusahaan aiau anak Perusahaan

c. Tidak bekerja eli Perusahaan atau anak Perusahaan dalarn kurun \VakILI .l (tiga) tahun
terakhir;

b. Tidak bekerja pada pemerintah. terrnasuk di departemcn, le IIIbag:l clan kemiliteran dalam
kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir;

a, Tidak menjabat sebagai direksi di anak Perusahaan:

(2) Paling sedikit 20 % (dua puluh per seratus) dari anggota Dewan Kornisaris harus berasal dari
kalangan luar Perusahaan yang independen, dengan keteruuan sebagai berikut :

(I) Kornposisi Dewan Kornisaris harus dibentuk scdemikian rupa schingga mernungkinkan
pengambilan keputusan yang efcktif, tepat dan cepat serta dapat bertindak secara independen.
sehingga dalarn pelaksanaannya tidak terdapat kepcntingan lain vang dapat mengganggu
kernarnpuan Dewan Kornisaris dalarn melaksanakan tugasnya secara mandiri dan kritis dalam
hubungan satu sarna lain clan terhadap direksi

Kom posisi
Pasal S

(12) Dewan Kornisaris wajib melaporkan kepada Perusahaan mengenai kepernilikan saharnnya dan/atau
saharn keluarganya kepada Perusahaan, termasuk perubahannya

(II) Dewan Kornisaris harus mernastikan bahwa laporan iahunan perusahaan ielah mernuat inforrnasi
rnengenai identitas, pekerjaan utama, rapat-rapat yang dilakukan dalam I (saw) tahun buku.
honorarium, fasilitas dan/atau tunjangan yang diterirnanya dari perusahaan



a, Penilaian kinerja Direksi;
b Pandangan prospek usaha;
c. Komite dibawah pengawasan Dewan Kornisaris:
d. Pernbangunan serta pengembangan perusahaan

(4) Dewan Kornisaris wajib untuk menyampaikan laporan kcpada RUPS, yaitu :

(3) Dewan Kornisaris wajib menyarnpaikan laporan triwulan mengenai perkernbangan realisasi
Indikator Pencapaian Kinerja kepada RUPS

(2) Indikator Pencapaian Kinerja merupakan ukuran penilaian atas keberhasilan pelaksanaan tugas dan
tanggung jawab pengawasan dan pernberian nasehat oleh Dewan Kornisaris sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan Anggaran Dasar yang berlaku

(1) RUPS wajib menetapkan lndikator Pencapaian Kinerja fAl'\' Petiormance Indicator, bagi Dewall
Komisaris berdasarkan usulan dari Dewan Kornisaris

Pcnilaian Dewan Komisa ris
Pasall0

(10) Dewan Kornisaris dapat mengarnbil keputusan di luar rapat dengan syarat scrnua anggoia
kornisaris dengan hak suara menyetujui secara iertulis dengan menandatangani kepuiusan
dirnaksud

(9) Laporan Tahunan Perusahaan harus mernuat jumlah rapat [)C\\,W Komisaris serta jurnlah
kehadiran masing-rnasing anggota Komisaris

(8) Risalah rapat asli harus di jilid dalarn kurnpulan tahunan dan disirnpan oleh perusahaan clan
perusahaan harus menyediakan risalah dirnaksud apabila diperlukan oleh Dewan Kornisaris atau
Direksi

(7) Apabila tidak ada penyarnpaian persetujuan dan/atau keberaran dan/atau usul sesuai dengan iangka
waktu dirnaksud ayat (6), maka disimpulkan tidak ada kcbcratan dan/arau usul pcrubahan terhadap
risalah rapat dimaksud

(6) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja ierhitung 'Ik ianggal pcnvampaian risalah rapa:
dirnaksud, anggota Kornisaris baik yang hadir dan/mall yang di wakili harus rnenyampaikan
persetujuan atau keberatannya dan/atau usul perbaikannya bcrkaiian c1engan isi risalah rapat

(5) Setiap anggota Kornisaris berhak menerima salinan risalah rapat walaupun anggota Kornisaris
yang bersangkutan tidak hadir dalam rapat

(4) Risalah rapat Dewan Kornisaris harus dibuat untuk sci iap rapat Dewan 1\.\)IIlISdll~ dan dalam
risalah rapat tersebut harus dicanturnkan apabila ada pendapat yang berbeda tdessenting opinion)
dan hasil yang diputuskan dalarn rapat dimaksud (bila ada)

(3) Seorang anggota Dewan Kornisaris hanya dapat diwakili oleh ,1I1ggota Komisaris lain dalarn suatu
rapat Dewan Kornisaris



(I) Direksi bertugas untuk mengelola perusahaan dan Willih Il1clllPCI'l<lIlggling jawabkan pclaksanaan
tugas kepada R UPS

Tugas dan Wewenang
Pasal 14

Bagian Keempat
Direksi

(5) Kornite lnvestasi dan Risiko bertugas mernbantu \)C\V{1Il Kornisaris dan manaiernen untuk
pengambilan keputusan dalam hal strategi invesrasi serta melakukan peni laian secara berkala
dan rnemberikan rekornendasi tentang risiko usaha dan invcstasi sesuai dengan prinsip - prinsip
GCG

(4) Komite Audit bertugas mernbantu Dewan Komisaris dalam mernastikan efektifitas sisiem
pengendalian intern dan efektifitas pelaksanaan tugas auditor eksrernal dan auditor internal

(3) Kornite Audit dan Komite Investasi dan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (I) bekerja secara
kolektif dan berfungsi untuk rnernbantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya

(2) Apabila dipandang perlu, Dewan Kornisaris berhak membentuk Komite lain

a. Sekretariat Dewan Komisaris apabila diperlukan:
b. Kornite Audit;
c. Komite Investasi dan Risiko;
d. Kornite lainnya;

(I) Organ pendukung Dewan Komisaris, terdiri dari :

Organ pendukung Dewan Komisaris
Pasal 13

Dewan Kornisaris dilarang melakukan transaksi yang dapat mernpunyai kernungkinan dan/atau peluang
untuk berdarnpak pad a benturan kepentingan dan/atau mengambi I kcuntungan pribadi dari kegiatan
Perusahaan selain gaji dan fasilitas yang diterimanya sebagai ilnggoul Komisaris yang diienrukan RUPS

Larangan Mengambil Keuntungan Pribadi
Pasal12

(2) Perusahaan melalui direksi bertanggung jawab alas kepasiian mengenai penyarnparan informasi
mengenai perusahaan kepada Dewan KOIll isari s tepat \\ ,1k tu (till Iengkap

(I) Dewan Kornisaris berhak mernperoleh akses aias inforrnasi III cngenai perusahaan SCCCll'd iepat
waktu dan lengkap

Informasi bagi Dewan Komisuris
Pasal II

" ,
"



(4) Rencana Jangka Panjang yang telah dilakukan penandaianganan bersarna dengan Dewan
Komisaris, disarnpaikan kepada RUPS untuk rnendapatkan pengesahan

(3) Dewan Kornisaris melakukan pengkajian dan mernberikan pendapat mengenai R.lP yang disiapkan
Direksi sebelurn dilakukan penandatanganau bersama

d. Penetapan misi, sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja jangka panjarig

c. Asurnsi-asurnsi yang digunakan dalam penyusunan R.lI);

b. Posisi perusahaan saat ini;

a. Evaluasi pelaksanaan RJP sebelumnya;

(2) RJP sebagairnana dirnaksud ayat (I) sekurang-kurangnya mcmuat :

(1) Direksi wajib menyiapkan Rencana Jangka Panjang (RJP) yang merupakan rcncana strategis yang
mernuat sasaran dan tujuan yang hendak c1icapai dalarn jangka waktu '; (lima) rahun

Rencana Jangka Panjang (R.JP), Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan
Pasal 15

(9) Direksi wajib untuk melaporkan kinerja perusahaan setiap tahun kepada RIJPS

(8) Direksi wajib untuk melaporkan kepada perusahaan mcngenai kcpcrnilikan sahamnya dan/atau
keluarganya (istri/suarni dan anak-anaknya) di perusahaan atau eli perusahaan lain. terrnasuk
perubahannya

(7) Salah seorang anggota Direksi ditunjuk oleh Rapat Direksi sebagai pellanggung iawab dalarn
penerapan dan pernantauan GCG di Iingkungan Pcrusahaan

(6) Direksi wajib melaksanakan standar kesegeraan tindak lanjut risalah rapat dan/arau kepurusan ),lllg
dihasilkan melalui sosialisasi dalarn jangka waktu 14 (ernpat belas) him. tcnu.isuk iindak lanjut
perbaikan yang dihasilkan pada rapat-rapat yang dilaksanakan

(5) Direksi harus melaksanakan tugasnya dengan baik demi kepeniingan perusahaan dan Direksi harus
mernastikan agar perusahaan melaksanakan tanggung jawab SOSiClI serta memperhatikan
kepentingan para stakeholders sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang
berlaku

(4) Direksi melaksanakan pernbagian tugas sebagaimana y,mg diatur dalarn Struktur Organisasi
perusahaan

(3) Setiap anggota direksi harus mernpunyai kernarnpuan unruk melaksanakan tugas dengan sebaik­
baiknya sesuai dengan jabatan yang didudukinya

(2) Dalarn melaksanakan tugasnya, Direksi harus mematuhi /\ngg.'lrc1l1 Dasar perusahaan dan I)er(ltul-an
Perundang-Undangan yang berlaku

" .
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d. Menyimpan seluruh dana I' sebagaimana dimaksud ava: (I) hurud c eli iernpat kcdudukan
perusahaan

c. Mernelihara seluruh daftar. Risalah. dan Dokumcn 1,('U;lIlg;lll l'erUSiilli1iJlldan Dokurnen
lainnya;

b. Mernbuat Laporan Tahunan dan Dokumen Keuangan Perusahnan:

a. Mernbuat daftar Pernegang Saham, Daliar Khusus. l{isill;li1 RlJl'S dan I\is(liail Rap.u
Direksi;

(1) Untuk memenuhi syarat Akuntabilitas. keterbukaan dan tertib adminisuasi. Direksi wajib :

Penyelenggaraan daftar-daf'tar dan dokuuicu oleh Direksi
Pasal 17

(2) Direksi waj ib senanti asa mengupayakan untuk d ipatuh inya Pcdoma n GCC in i sella pedornan lai n
yang dibuat dalarn rangka untuk mendukung terlaksananya prinsip-prinsip GCG dalarn setiap
kegiatan perusahaan

c. Code of Conduct

b. Statement ofCorporate Intents

a. Statement ofCorporate Governance.

(1) Direksi bersama-sarna dengan organ perusahaan utama waiib membuat pcrangkai-perungkat untul,
terlaksananya prinsip-prinsip GCG, yaitu :

Perangkat-perangkat Good Corporate Governance
Pasal 16

(7) Direksi wajib untuk menyampaikan Rancangan Rencana Kerja (lim ,\Ilggaran Perusahaan kepada
RUPS untuk mernperoleh pengesahan

(6) Dewan Kornisaris melakukan pengkajian dan mernberikan pendapat mengenai RKAP yang
disiapkan Direksi sebelum dilakukan penandatanganan bcrsama

d. Hal lain yang merncrlukan keputusan pemilik perusahaan

c. Proyeksi keuangan perusahaan:

b. Anggaran perusahaan yang dirinci atas setiap anggaran program kegiatan:

a. Rencana kerja yang dirinci alas misi perusahaan, s.isaran usaha. straiegi usaha. kebijakan
perusahaan dan program kerja atau kegiatan;

(5) Rencana kerja dan Anggaran Perusahaan yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana jangka
panjang, sekurang-kurangnya memuat :



a) Pernanggilan Rapat dilakukan oleh Direktur Uiama .uau oleh salah seorang (lngi,'.ota Dil-eksi
lainnya

b) Rapat dipimpin oleh Direktur Urarna. Dalam hal Dil-ektur UtalllCl tidak hadir maka Rapat
dipimpin oleh salah seorang anggora Dircksi lain yclllg diiunjuk oleh Dircl.tur Ulaillil

c) Seorang anggota Oireksi dapat diwakili dalam Rapat hanya oleh anggoia Direksi lainnya
berdasarkan surat kU8sa yang diberikan kl1usus untuk keper-Iuan tel"sebut

(8) Tata tertib rapat Direksi ditetapkan sebagai berikut :

(7) Laporan Tahunan Perusahaan harus mernuat jumlah rapat dircksi serta jumlah kehadir.in masing­
masing anggota direksi

(6) Risalah rapat asli harus di jilid dalam kumpulan tahunan dan disirnpan oleh perusahaan dan
perusahaan harus menyediakan risalah dirnaksud apabila diperlukan oleh Dewan Kornisaris atau
Direksi

(5) Apabila tidak ada penyampaian perseiujuan dan/aiau kcber.uan dan/arau usul scsuai dengan jangka
waktu dirnaksud ayat (6), rnaka disirnpulkan tidak ada keberaian dan/atau usul pcrubahan ierhadap
risalah rapat d imaksud

(4) Dalarn jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sciak ianggal penyampaian risalah rapat
dimaksud, anggota Direksi baik yang nadir dan/atau yimg di waki li harus mcnyampaikan
persetujuan atau keberaiannya dan/atau usul perbaikannya bcrkaiian dengan isi risalah rapat

(3) Setiap anggota Direksi berhak menerirna salinan risalah rapat \1alaupun direksi Y;llig bersangkuian
tidak hadir dalarn rapat

(2) Risalah rapat Direksi c1ibuat oleh Sekretaris Perusahaan dan/aiau noiulis yang diiunjul, untuk setiap
rapat Direksi dan dalarn risalah dirnaksud harus dicamumkan apabila terdapat Pendapat yang
berbeda (Dessenting Opinion) dan hal yang d ipuruskan da Ia III rapat d irna ksud (bi Ia ada)

(J) Rapat Direksi harus diadakan secara berkala. yaitu scl.urnng-kurangnya I (satu) kali dalarn
sebulan, dan dalarn rapat tersebut Direksi dapat turut merigundang Dewan Kornisaris dan/aiau
pejabat-pejabat tingkat struktural terientu

Rapat Dircksi
Pasal 19

Anggota Direksi dilarang melakukan tindakan yang dapat bel dampak dan/aiau berpengaruh pada adanya
benturan kepentingan dan/atau mengarnbil keuntungan pribadi baik sccara langsung maupun tidak
langsung dari pengarnbilan keputusan dan kegiatan perusahaan selain penghasilan yang sah

La rangan Mcngambil Keuntuugan Pribadi
Pasal IS

(2) Atas perrnohonan tertul is dari Pernegang Saharn, Di reks i 111el11beri izi n kepada Peillegang Saharn
untuk merneriksa daftar Pernegang Saham, Daftar Khusus. Risalah RUPS dan l.aporan Tahunan
serta mendapatkan salinan Risalah RUPS dan salinan Laporan Tahunan



(4) Fungsi pengawasan intern sebagaimana dimaksud pad a Pasal ini yaitu :

(3) Satuan Pengawasan Intern sebagairnana dimaksud avat (~) huruf ,I. dipirnpin olch St'()t'nng kepala
yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama hc'rd;h,lt-kan mekanismc internal perusahaan
dengan persetuj uan Dewan Komisaris

b. Membuat Piagam Pengawasan Intern

a. Mernbentuk Satuan Pengawasan Intern;

(2) Pengawasan intern sebagaimana dimaksud ayat (I). dilakukan dengan «Ira:

(I) Direksi wajib rnenyelenggarakan pengawasan intern

Pengawusan Intern
Pasal 21

(5) Sekretaris Perusahaan harus mcmasiikan bahwa pcrusahnan mcmaiuhi pcratur.in tcntang
persyaratan keterbukaan yang berlaku dan wajib memberikan informasi yang berkairan dengan
tugasnya kepaela Direksi secara berkala clan kepada Dewan 1\.()tllis[1t'ts apabi!a diminia oleh Dewan
Kornisaris

(4) Sekretaris Perusahaan bertanggung j a wab kepacla Di reks i

(3) Fungsi Sekretaris Perusahaan dapat dijalankan oleh salah satu Direksi

(2) Sekretaris Perusahaan harus merniliki kualifikasi akadcmis yang memadai agar dapat
melaksanakan tugas dan tanggung j awa b dengan ba ik

(I) Direksi dapat mengangkat seorang Sekreiaris Perusahaan yang bcrtindak sebagai pejabat
penghubung (Liaison Officer) dan dapat ditugaskan oleh Direksi untuk menatausahakan serta
menyirnpan dokumen perusahaan. anrara lain Dafiar Pernegung Saharn. Daftar Khusus dan Risalah
Rapat Direksi maupun RUPS

Sekretnris Perusahann
Pasal20

(9) Direksi dapat mengarnbil keputusan eli luar rapat dengan syurat sernua anggota Direksi menyetujui
secara tertulis dengan menandarangani keputusan dimaksud

d) Peserta rapat waj ib rnenandatangan i da ftar had i I'
e) Rapat adalah sah dan berhak mengambil ke putusan yang mcngikat apabi!a lebih dari 'I,

(setengah) dari jumlah anggoia Dircks: yang sedan.; mcninbat hadir dan atnu dillakili
f) Keputusan Rapat harus diarnbil berdasarkan musyawarah um uk mufakai
g) Untuk mendukung jalannya Rapat, materi Rapat berupa kinerja keuangan terakhir dan/arau

data lainnya dipersiapkan oleh Divisi atau Satuan Kerja yang ierkait
h) Risalah rapat merupakan bukti sah, baik untuk para anggota Direksi maupun pihak lain

rnengenai keputusan yang diarnbil dalarn Rapat yang bersangkuian



(5) Direksi wajib melaporkan pelaksanaan rnanajernen risiko l.epada Dewan Komisaris

(4) Direksi wajib rnenyampaikan laporan profil manajernen risiko dan penanganannya bersarnaan
dengan laporan berkala perusahaan

b. Mernberikan penugasan kepada unit kerja yang relevan untuk menjalankan fungsi
manaj ernen ri s iko

a. Mernbentuk unit kerja tersendiri di bawah Direksi;

(3) Pelaksanaan program manajemen risiko dapat dilakukan melalui :

(2) Direksi waj ib mernbangun dan melaksanakan program manaiernen risiko perusahaan secara
terpadu, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan program CCC;

(1) Direksi dalarn setiap pengarnbilan keputusan dalarn perusahaan. harus mempertirnbangkan risiko
usaha

rasal 23

Bagian Kclima
Manajernen Risiko (Risk Management)

(4) Dewan Komisaris melakukan penelaahan dan pernbahasan alas lapOI',1I1 Direksi berkaiian dengan
pelaksanaan tata kelola Teknologi lnformasi seria mernberikan saran

(3) Direksi wajib menjaga dan mengevaluasi kualitas fungsi rata kelola teknologi informasi eli
perusahaan

(2) Direksi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tata kelola teknologi informasi secara periodik
kepada Dewan Kornisaris

(1) Direksi dapat menetapkan tata kelola teknologi informasi yang efckrif. terrnasuk didalarnnva
menerbitkan Master Plan IT atas arahan Dewan Kornisaris

Tata Kclola Teknologi Infurmasi
Pasal 22

(6) Direksi wajib menjaga dan mengevaluasi kualitas fungsi pengawasan intern di perusahaan

(5) Direksi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan fUllgsi pcngawasan intern secara periodik
kepada Dewan Kornisaris

b. Perneriksaan dan penilaian atas efisiensi dan etekrifiras di bidang keuangan, operasional.
Sumber Daya Manusia, teknologi informasi clan kegiatan lainnya

a. Evaluasi atas efektifitas pelaksanaan pengendalian intern. manaiemen risiko dan proses rata
kelola perusahaan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan kebijakan perusahaan

" ,
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(1) Pihak dalam perusahaan yang dapat menyarnpaikan informasi kepada publik yaitu Kepala Unit.
Sekretaris Perusahaan melalui Divisi Hurnas dan Protol.ol

Pasal25

Baginn Kesatu
Akses lnforrnasi

BAB IV
INFORMASI

(5) Sistern lnforrnasi dan Kornunikasi yaitu suatu prose- penyajian laporan mcngenai kegiaian
operasional, finansial dan ketaatan alas keteruuan dan peraiurau yang berlaku pada perusahaan

(6) Monitoring yaitu proses penilaian terhadap kualitas sistern pcngendalian internal. terrnasuk fungsi
internal audit pada setiap tingkat dan unit struktur organisasi perusahaan sehingga dapai
dilaksanakan secara optimal dengan keteruuan bahwa penyunpaugan yang terjadi dilaporkan
kepada Direksi

(3) Pengkajian clan pengelolaan risiko usaha yaitu suaru proses untuk mengidemifikasi. menganalisa.
menilai dan mengelola risiko usaha rele van

(4) Aktivitas pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (I) yaitu iindakan-rindakan yang dilakukan
dalam suatu proses pengendalian terhadap kegiatan perusahaan pada setiap tingkat dan unit dalarn
struktur organisasi, verifikasi, rekonsiliasi, penilaian atas presiasi kerja, pernbagian tugas clan
keamanan terhadap aset perusahaan

a. Integritas, Nilai erika dan Kompetensi Karyawan:
b. Filosofi dan Gaya Manajemen;
c. Cara yang diternpuh rnanajernen perusahaan dalam melaksanakan kewenangan cl,1I1l,lnggllll','

jawabnya;
d. Pengorganisasian dan Pengernbangan Sumber DaY:1 Manusia: dan
e. Perhatian dan arahan yang dilakukan oleh Direksi

(2) Sistem pengendalian internal sebagaimana dirnaksud ayat (I) antara lain mencakup hal-hal sebagai
berikut :

(1) Direksi harus menetapkan suatu sistern pengendalian internal yang efektif untuk mengarnankan
investasi dan aset perusahaan

Pasal24

Bagian Keenam
Sistem Pengendalian Intern (luternal Control System)

(6) Dewan Kornisaris memberikan arahan ierhadap laporan Direksi alas pelaksanaan rnanaiernen
risiko

.. '
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e. Sistern Penggajian dan sistern tunjangan uniuk anggota Kornisaris dan Direksi:

d. Sistern pernberian honorarium untuk eksternal auditor pcrusahaan:

c. Penilaian terhadap Perusahaan oleh Eksternal Auditor, l.embaga perneringkat kredit clan
Lembaga Perneringkat lainnya (bila ada)

b. Riwayat hidup anggota Dewan Kornisaris dan Direksi;

a. Tujuan, Sasaran usaha dan Siraregi perusahaan:

(3) Selain dari yang tercantum dalam l.aporan Tahunan clan l.aporan Keuarigan. sebagaimana
disyaratkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, perusahaan harus mengarnbil
inisiatif untuk mengungkapkan hal-hal penting untuk pengambilan keputusan oleh Pernegang
Saharn, Pemodal, Kreditur clan pihak-pihak yang berkepeniingan (stakeholders) lainnya. yaitu
rnengenai :

(2) Perusahaan wajib mengungkapkan informasi penting dalarn Laporan Tahunan dan Laporan
Keuangan perusahaan kepada Pernegang Saharn dan Instansi Pernerintah yang terkait sesuai
dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku secena tepat waktu. akurai.jelas dan objek til

(1) Perusahaan menyatakan bahwa Laporan Keuangan dan/atau l.aporan lain y,lIlg disampaikan
berkaitan dengan pelaksanaan GCG di lingkungan perusahaan disajikan sesuui Ckllgdll kctcmuan
Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

Pasal27

Bagian Ketiga
Keterbukaan l nforrnasi

(3) Inforrnasi perusahaan yang diperoleh sewaktu menjabai sebagai anggota Dewan Komisaris.
anggota Direksi, Auditor Eksternal, Auditor Internal dan karyawan harus tetap dirahasiakan
kecuali disyaratkan lain oleh Peraturan Perundang-Undangan

(2) Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan inforrnasi
perusahaan

(1) Kecuali disyaratkan dalarn Anggaran Dasar dan Peraiuran Perundang-Undangan yang bcrlaku.
maka eksternal auditor, internal auditor dan Kornite Audit (bila ada) harus merahasiakan informasi
yang diperoleh sewaktu menialankan tugasnya dan sesudah selesai masa iugasnya

Pasal 26

Bagian Kedua
Kerahasiaan Informasi

(2) Dewan Komisaris dan Direksi mernastikan bahwa eksterual auditor dan internal auditor seria
Kornite Audit (bila ada) merniliki akses terhadap informasi mengenai perusahaan yang perlu untuk
rnelaksanakan tugasnya



(5) Eksternal auditor harus mengkornunikasikan temuan-icmuan hasil audit kepada Direksi. DC\\Cln

Kornisaris dan Pernegang Saham

(4) Perusahaan harus menyediakan sernua catatan akunr.insi dan daia pcnunjang yang diperlukan
sehingga memungkinkan eksternal auditor mernbuat kcsirnpulan linn mcmberikan pendapatnya
tentang kewajaran, keiaat-azasan dan kesesuaian laporan keuangan cicngan srandar akuruansi :(illg
berlaku UIl1L11l1 di Indonesia

(3) Eksternal auditor harus be bas dari pengaruh Dewan Komisaris. Direksi dan pihak berkeperuingan
lain dalarn perusahaan

(2) Dewan Komisaris wajib menyampaikan kepada RUPS alasan pencalonan tersebut clan besarnya
honorarium atau imbalan jasa yang diusulkan bagi eksternal auditor iersebut

(1) Eksternal auditor harus ditunjuk oleh RLJPSdari calon yallg diajukan olch Dewan Komisaris

rasal29

Bagia n Kesa til
Eksternal Auditor

BAB V
SISTEM AUDIT

(2) Informasi dan segala Intangible Asse!, rennasuk hasil riser. tcknologi dan I'lak aias Kekayaan
Intelektual yang diperoleh atas penugasan dan/aiau aU1S beban perusahaan adalah rnenjadi milik
perusahaan yang harus dituangkan dalarn perjanjian

(1) Perusahaan mengakui dan menghorrnat i Hak at as Kekayaa 11Intc lckt ual

Pasal 28

Bagian Keern pat
Kepernilikan l nforrnasi dan lntaugiblc /ls's('(

(3) Perusahaan harus secara akti v rnengungkapkan sejauh mana pelaksanaan prinsip-prinsip GCc, clan
adanya penyimpangan atau ketidakpatuhan ierhadap Pcdoman GCG

J, Pelaksanaan Pedornan Good Corporate Governance (('iCC,)

I. Klaim material yang diaj ukan oleh dan/aiau terhadap perusahaan (bi la ada);

h. Benturan kepentingan yang mungkin akan terjadi dan/aiau sedang berlangsung (bila ada);

g, Penilaian manajernen atas iklim berusaha dan taktor rcsiko 111'1lt.'ri~11yang dapat diamisipasi:

f. Inforrnasi material mengenai harapan perusahaan dan stakeholders:



(3) Direksi wajib mernberikan jaminan kepada sernua 1\,11');l\l,lIl lII11uk membcrikan kescmparan
mernperoleh prornosi dalarn lingkungan kcrj a dan bcb.». dari ~cg,ll" hcurul, tckanan ) ,lIlg iirnbul
dan/atau akan tirnbul scbagai akibat perbedaan waiak kcadaan pribadi dan laiar belakang
kebudayaan seseorang

(2) Direksi wajib menyediakan lingkungan kerja yang bebas dari sega!a bentuk iekanan (pe!ecehall)
yang mungkin timbul sebagai akibat perbedaan watak. kcadaan pribadi dan laiar belakang
kebudayaan seseorang

(1) Direksi harus mernperkerjakan, menetapkan besarnya gaji, mernberikan pelatihan, menetapkan
jenjang karir serta rnenentukan persyaratan kerja lainnya taupa mernperhatikan Jatar belakang
etnik, agarna, jenis kelamin, usia, eaeat tubuh yang dipunyai seseorang aiau keadaan khusus
lainnya yang dilindungi oleh Peraturan Perundang-Undangan

Pasnl32

Bagian Kedua
Kesernpatan kerja dan Prornosi kcrja ~ang sa ma

Direksi wajib rnernastikan bahwa aset-aset perusahaan berupa lokasi lI~aI1,1 clan fasilit3~ perusahaan
lainnya mernenuhi Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku bcrkennan dengan pelestarian
lingkungan, pelestarian eagar budaya, kesehaian dan kesclamatan kerja

Pasal31

Bagia n Kesa tu
Keselarnatan Kerja dan Pelcstarian Lingkungan

BAB VI
KESELAMATAN DAN KESEMPATAN KER.JA SERTA PELESTARIAN LINGKl.INGAN

(4) SPI harus merahasiakan informasi yang diperoleh sewakiu menialankan rugasnyu

(3) Dewan Kornisaris, Direksi dan lnsan Perusahaan harus mcmastik.m bahw a S'" mcrniliki abc.'­
terhadap informasi mengenai perusahaan yang diperlukan untuk ruelaksanakan iugasnva

(2) Di reksi perl u menetapkan peraturan internal mengcna i k ua Ii I~kas i. llIg<lS cian tangglll1g ia 1.\ a h seria
kegiatan SPI

(I) Dalarn rangka membantu Direksi melakukan penilaian atas sistern pengendalian manajernen dan
pelaksanaannya serta mernberikan saran-saran perbaikan. perlu diberuuk organisasi internal auditor
yang lazim disebut Satuan Pengawas Intern (SPI)

Pasal30

Bagian Kcdua
Internal Auditor



(2) Donasi untuk tujuan lain hanya boleh dilakukan sesuai dcngan l'eraturan Pcrundang-Undangan
yang berlaku

(I) Dalam batas kepatutan, donasi untuk tujuan arnal dapat dibenarkan

Pasal35

Bagian Kcdua
Donasi

(2) Anggota Direksi, Anggota Kornisaris dan pejabat terieruu pcrusahaan )ang diiunjuk oleh Direl.si.
wajib menyarnpaikan Laporan Hart a Kckayaan sesuai dcngan kereniuan Peraturan Perundang­
Undangan yang berlaku

(I) Direksi wajib menandatangani Pak18 lntegritas unruk iindak.m transaksional I'ang mernerlukan
persetujuan Dewan Kornisaris dan/aiau RUPS
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(4) Perusahaan wajib mernbuat pedoman tenrang Kodc l.iik atau Pel'il,lkll Ftis 18ng pada dasarnva
rnernuat nilai-nilai erika berusaha

(3) Tidak terrnasuk dalam pengertian sebagaimana dirnaksud ayat (2) adalah pernberian insentif
kepada karyawan atau kepada pihak lain yang telah diietapkan perusahaan dalam rangka
kepenti ngan perusahaan

(2) Suatu tanda terirna kasih dalarn kegiaian uS8h8. seperti hadinh. surnb.mgan dan/niau entertaimeru
tidak boleh dilakukan pada suatu keadaan yang dapat didllggilp tidal, p.uut

(I) Dewan Dewan Kornisaris, Direksi clan Karyawan PCI-US;Ii1il:lll dilarang uniuk memberikan dan/aiau
menawarkan dan/atau menerima baik langsung maupun iiduk langsLing. sesuaiu :(lng berharga
kepada atau dari pelanggan, pejabat arau pihak lain uniuk mern pengaruh I dan/arau sebagai irnbalan
atas apa yang telah dan/atau akan dilakukannya, seria tindakan lain sesuai Peraiuran Perundang­
Undangan yang berlaku
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Bagian Kesaiu
Erika Bcrsarna Anti Ko rupsi

BAB VII
ETIKA BERSAMA ANTI KORUPSI DAN DONASI

(4) Direksi bersarna dengan karyawan clan organ pcrusahaan IniJ1111,1 mcrniliki komitrncn untuk
pekerjaan yang sarna sesuai dengan visi clan misi perusahaan



(8) Hasil penilaian dan evaluasi dilaporkan kepada RUPS bcrsaruaan dcngan penvarnpaikan Laporan
Tahunan

(7) Sebelurn melaksanakan penilaian, penilai menandarangani perjanjran dengnn I)il'eksi. )clllt2
sekurang-kurangnya perj anj ian d imaksud rnernuat hak clan kewaj iball mas i rig-mas i ng pi hak.
termasuk jangka waktu dan biaya pelaksanaan

(6) Dalarn hal evaluasi dilakukan oleh penilai inelependen .uau instansi pemeriniah di hi dang GCCI.
maka tidak dapat menjadi penilai untuk tahun bcrikutn. ,I

(5) Pelaksanaan penilaian dan evaluasi dilakukan dcngan mcnggunakan indikaior atau parameter yang
ditetapkan oleh Sekretaris Kernenterian BUMN

(4) Apabila dipandang lebih efektif clan efisien. penilaian dapai dilakukan elengan menggunakan iasa
Instansi Pernerintah yang berkornpeien di bidang GCC. yclllg penunjukannya eli lakukan oleh
Direksi melalui penunjukan langsung

(3) Pelaksanaan penilaian pada prinsipnya dilakukan oleh pcnilai (,ISSC~OI) independen -,ang diiunjuk
oleh Dewan Komisaris melalui proses sesuai dengan kctcntuan pcngadaan barang dan/aiau jasa
perusahaan dan apabila diperlukan dapat merninta bantuan direksi dalam proses penunjukannya

(2) Sebelurn pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud ayat (I) huruf a, didahului dengan rindakan
sosialisasi GCG pada perusahaan

b. Evaluasi (review) yaitu program untuk merideskripsikan iindak lanjut pelaksanaan dan
penerapan GCG di perusahaan yang dilakukan pada iahun bcrikumva seielnh dilakukan
penilaian, yang meliputi evaluasi ierhadap hasil penilaian dan tindak lanjut alas rekornendasi
perbaikan;

a. Penilaian (assesment) yaitu program untuk mengidenrifikasi pelaksanaan CCG di
perusahaan melalui pengukuran pelaksanaan dan penerapan GCG di perusahaan yang
dilaksanakan berka!a setiap 2 (dua) tahun;

(I) Perusahaan wajib melakukan pengukuran terhadap pencr.ipan GCC dalam bcntuk .
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BAB VIII
PENGUKURAN TERHAOAP PENERAPAN CO;



c. Keterangan yang berka iran dengan kewcnangun )<1 ng cI idelegasiknn kepada Dev an
Komisaris atau Direksi

b. Garnbaran mengenai perusahaan, antara lain Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga
(AD/ART) perusahaan, profil perusahaan

a, Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG. yaitu Pedoman CCCi, Kode Lrik l)cl'L1sai1aall. Statement or
Corporate Intents

(6) Program pengenalan meliputi :

(5) Sekretaris Perusahaan mernbantu menyiapkan pelak sanaan program pengenalan bagi Dewan
Kornisaris dan Direksi baru

(4) Berkaitan dengan Dewan Komisaris dan Direksi 8d81:1huntuk periarna kalinya diangkat. maka
yang berkewajiban untuk melaksanakan program pcngcnalan pcrusahaan adalah Sekl'etaris
Perusahaan

(3) Apabila Direktur keseluruhan adalah baru periama kalin. <1 diangl.at. maka kcwcnangan untuk
rnengadakan pengenalan bagi direksi baru adalah Komisaris Ut,lllla

(2) Tanggung j awab untuk mengadakan pengena 1(1n bagi d i reks I baru dan illlggotil I, o III IS (\1'1 s baru
adalah Direktur Utama

(1) Kepada anggota Kornisaris atau Direksi yang diangkat untuk pcriama kalinva. waj ib diberikan
program pengenalan mengenai perusahaan
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Bagian Kedua
Progra m Pengcna la n Di reksi da n Dewa n Knill isa ris Ba ru

Direksi terlebih dahulu harus mendaparkan persetujuan dari RLWS untuk melakukan perjunjian (PK8)
dengan karyawan berkaitan dengan penghasilan karyawan :\illlg iidak diwaj ibk.m olch "tau melebihi
ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Pasal38

Perusahaan harus menghormati hak-hak pihak yang berkepcniingan (stakeholders) antara lain Y"lIlg
timbul berdasarkan perjanj ian yang dibuat oleh perusahaan dcng.m karvawan. pclanggan. pcrnasok.
kreditor serta masyarakat sekitar perusahaan
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Bagian Kesatu
Hubungan dengan Stukchnldcrx

nAB IX
LAIN-LAIN

· /



Dengan berlakunya SK Direksi dan Dewan Komisaris ini, maka Surat Keputusan Direksi dan Dewall
Komisaris Nomor : SK. 24/DIREKSI/20 17; Nornor : SK. 02/DEI(OM.TWc/XI20 17, ianggal 26 Okiobcr
2017 tentang Penetapan pedornan Good Corporate (j01'C/'II(/l1ce (Gee) PT Taman Wisata Caridi
Borobudur, Prambanan & Ratu Boko (Persero), dinyaiakan dicabut dan tid.ik berlaku lagi
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Surat Keputusan Direksi dan Dewan Kornisaris ini mulai berlaku sejak ianggal ditetapkan;
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BAB X
PENUTlJP

(7) Perusahaan akan mernpersiapkan dan menyesuaikan beniuk progr.uu pcngenalan yallg iepat dim
sesuai untuk dilaksanakan dengan mengacu kornposisi Direksi clan Dewan Kornisaris baru

g. Struktur Organisasi perusahaan beserta perubahannya clan deskripsi pekerjaan (job
description) serta nama pejabat pcrusahaan

f. Kebij akan-kebij akan perusahaan scperti Perj anj iall Kerj a Bersama (PK B)

I) Dasar penugasan Perusahaan (rnelalui Peraturan Perundang-Undangan yang ierkait):
2) Tarif masuk TWC Borobudur, Prarnbanan & Ratu noko :
3) Tarif masuk pentas Sendraiari Rama- ana dan SCII,\ lahan:
4) Tarifsewa transportasi wisara seria unit usaha terkai: lainn.a

e. Peraturan yang berkaitan clengan usaha perusahaan, aniara lain:

d. Keterangan mengenai tugas dan tanggungjawab Dewan 1\()ll1isill'i~ .uau direksi



DIRFI<SI

KOMISARIS

____-
KACUNG M

DEWAN KOMISARIS

Ditciapkan di : Yogyakarin
Pada tanggal : 31 Desembcr Ju 1g

Hal-hal yang belurn cukup diatur dalam Sura! Keputusan Direksi dan Dewall Komisaris ini. diatur lebih
lanj ut rnelal ui Sura! Keputusan Di reks i clan Dewan KOIll isari s icrsend iri
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